
I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupateo Dalam Lingkungao Provinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tabuo 1958 tentang Perubahan 
Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra 
Daerah Tingkat II Semarang (Lembarao Negara Republik 
Indonesia Tahuo 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1652) ; 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal 
Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2944) ; 

a. bahwa dalam rangka meningkalkan pettumbuhan dan 
perkembangan perekonomian dacrah, perlu adanya upaya-upaya 
dan usaha-usaha untuk meningkatkan Pcndapatan Asli Daerah 
yang salah sanmya dapat dilakukan dengan pcnyenaan modal 
daerah; 

b. bahwa scsuai ketentuan Pasal 75 Pcraruran Pcmcrintah Nomor 58 
Tahun 2005 rentang Pengelolaan Kcuangan Daerah dimana 
Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabilajumlah yang 
akan discrtakan dalam tahun anggaran berkenaan 1clah ditctapkan 
dalam Pcraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah 
Berkenaan; 

e, bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalcsud huruf a 
dan huruf b di atas, dipandang perlu menctapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Semarang tentang Penyenaan Modal Daerah Kabupaten 
Semarang pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten 
Semarang; 

BUPATI SEMARANG. 
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5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1m tentang Pctbankan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34n) 
scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perubahan Aw Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 3790); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3&43) 
scbagaimana telah diubah dengan Undong-Undang Nomor 3 
Tahun 2004 tentang Perubahan Alas Undong-Undang Nomor 2J 
Tahun 1999 teruang Bank lndonesia(Lembaran egara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4357) ; 

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) 

8. Undong-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

9. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Pcrbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) ; 

10. Undnng-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tcntang Pembenrukan 
Peraruron Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4389); 

11. Undang-Undang Nomor I 5 Tahun 2004 tcntang Pemeriksaan 
Pcngclolaan Dan Tanggung Jawab Kcuangan Negara (u:mbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

12. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Dacrah (u:mbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4437) scbagaimana telah bcbctapa kali diubah 
terakhir dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Aw Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pcrimbangan 
Kcuangan Antara Pemcrintah Pusat Dan Pemcrintah Daerah 
(Lembarsn Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4438) ; 

14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4756) ; 

15. Peraiuran Pemcrintah Nomor 16 Tahun 1976 Lcntang Perluasan 
Kotamadya Dacrah Tingkat II Semarang (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ; 



Oalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

I. Daerah adalah Kabupaten Semarang; 
2. Pemerintahan Dacrah adnlah penyclcnggaraan urusan pemcrintahan 

oleh Pemerintah Dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonorni dan eugas pembantuan dcngan prinsip otonorni 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG 
PENYERTAAN MODAL OAERAH KABUPATEN SEMARANG 
PAOA PERUSAHAAN OAERAH ANEKA USAHA SERASI 
KABUPATENSEMARANG 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

dan 
BUPATI SEMARANG 

OEWA PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG 

Oeogao Persetujuan Bersama 

16. Pcmtumn Pcmcrintah Nnmor 69 Tnhun 1992 tcntang Perubahan 
Betas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatlga dan 
Kabupatcn Daerah Tingkat n Semarang (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambuhan Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 

17. Peraruran Pemerinlllh Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan 
Kcuangan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3500); 

18. Peraturan Pemerinlllh Nomor 38 Tahun 2007 rentang Pembagian 
Urusan Pemcrintahan Antara Pemerinlllh, Pemcrintah Dacrah 
Propinsi dan Pemerinlllh Daerah Kabupaten I Koia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737); 

19. Peraturan Presiden Nomor I Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang­ 
undangan; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang 
Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pcnyertaan Modal Oaerah 
Kabupaten Oaerah Tingkat II Semarang Pada Pihak Ketiga 
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 1989 Nomor 12 
Seri D); 

21. Peraturan Daerah Kabupatcn Semarang Nomor 22 Tahun 2008 
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi 
Kabupaten Semarang (Lembaran Dacrah Kabupaten Semarang 
Tahun 2008 Nomor ) ; 



Pelaksanaan penyertaan modal daerah pada PD Aneka Usaha Serasi 
Kabupaten Semarang untuk Unit Usaha Aporik Sidowaras I dan 
Apotik Sidowaras Ill dilaksanakan menurut Ketenruan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 3 

(2) Nilai nominal penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat {I) 
ada.lah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan 
perincian: 
a. Apotik Sidowaras I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah) 

dipergunakan untuk: 
I. pembenahan management; 
2. pembenahan kelembagaan; 
3. operasional; 
4. perbaikan sarana dan prasarana. 

b. Apotik Sidowaras Ill sebesar Rp. I 50.000.000,- (serarus lima puluh 
juta rupiah) dengan perincian : 
I. sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk 

pembangunan gedunglkantor ; 
2. sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan 

untuk: 
a) pembenahan management; 
b) pembenahan kelembagaan; 
c) operasional; 
d) perbaikan sarana dan prasarana. 

{I) Daerah melakukan penyertaan modal untuk penambahan modal 
pada PD Aoeka Usaha Serasi Kabupaten Semarang untuk Unit Usaha 
Apotik Sidowaras I dan Apotik Sidowaras Ill, 

BAB II 
PEN VERT AAN MODAL 

Pasal2 

J. l'cmcrinlah Dacrnh aualah Bupati Jan peruugkat dueruh schug;.,i unsur 
pcnyclcnggara Pemerintuhan Daerah, 

4. Bupati Semarang yang sclanjutnya disebut llupati adalah Kcpala Dueruh 
Kabupaten Semarang; 

5. Penyenaan modal (lnvestasi) adalah penggunaan aset untuk memperoleh 
manfaat ekonomis sepeni bungs, dividen, royalty, rnanfaat sosial 
dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkat.kan kemampuan 
pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; 

6. Perusahaan Oaerah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha 
yang seluruh atau sebagian modaJnya merupakan Kekayaan Daerah yang 
dipisahkan; 

7. Perusalumu l>acr.1h Ancku llsaha Scrusi Kahupatcn Sc111ar.111~ 
selanjutnya disebut PO Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang adalah 
Perusahaan Oaerah Milik Pemerintah Kabupaten Semarang yang seluruh 
modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan; 



1.EMBARAN l>AERAII KAlllll'ATEN SEMARANCi 'l'AIIIJN 200R 
NOMOR24 

WARNADI, 

ttd. 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 12 - 09 - 2008 

SEKRET ARIS DAERAH 
KABUPATENSEMARANG 

Hj. SITI AMBAR FATHONAH 

ttd. 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal II - <>_j - l.008' 

BUPATI SEMARANG, 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan 
Pemturan Daemh ini dengan pcnempatannya dalam Lembamn Daerah 
K.abupaten Semarang. 

Pcraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

PuaJ 6 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Oaerah ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati. 

BABIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

PenyaJahgunaan keuangan terhadap penyerta.an modal dikenai sanksi sesuai 
dengan Ketentuan Peraturaa Perundang-undangan yang berlaku, 

BAB ID 

SANKS I 
Piual 4 
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Pasal 6 
Culrup jelas. - 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Culrup jclas. 

Pasal 4 
Culrup jclas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal I 
Culrup jclas. 

II. PASAL DEMJ PASAL 

Dalam rangka meningkatlcan pertumbuhan dan pcrlcembangan perckonomian 
daerah, perlu adanya upaya-upaya dan usaha-usaha untuk meningkatlcan Pcndapatan 
Asli Daerah yang salah sanmya dapat dilakukan dengan Penycrtaan Modal Daerah, 

Penyenaan Modal Daerah dilakukan dalam rangka penambahan penyertann 
modal pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Serasi Kabupaten Semarang untuk 
Unit Usaha Apouk Sidowaras I dan Apotik Sidowaras m agar memperoleh rnanfaat 
ckonomis, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya schingga dapat meningkatkan 
kemampuan Pcmcrintah Daerah dalam pelayanan kcpada masyaralc.aL 

I. PENJELASAN UMUM 

l'ENYERTAAN MODAL OAERAH KABUPATEN SEMARANG 
PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA SERASl 

KABUPATENSEMARANG 

TENT ANG 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN SEMARANG 
NOMOR 1.'f T AJJUN 2008 

PENJELASAN 

ATAS 


